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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar
Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup
rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari
oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka
membangun keutuhan rumah tangga.!

Tujuan dari suatu perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Salah satu perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan mengatur tentang batasan usia bagi perempuan dan laki-laki
untuk dapat melangsungkan perkawinan, salah satu tujuannya sebagai
upaya perlindungan negara terhadap setiap warga negara agar terhindar
dari bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, sebab usia yang
sangat muda lebih rentan dan borpetensi menjadikan setiap orang

sebagai korban terutama dalam lingkup rumah tangga.

1 Peri Umar Farouk, Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT),
Resources Coordinator, Jakarta, 2010, h.1.



Perubahan norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan adalah dengan menaikkan batas minimal umur
perkawinan bagi perempuan, batas minimal umur perkawinan bagi
perempuan dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi
laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah
matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat
mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada
perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.
Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam
belas) tahun bagi perempuan untuk kawin akan mengakibatkan laju
kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan
anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga
mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan
orangtua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan semaksimal
mungkin.

Uraian diatas, menegaskan setiap orang yang berada dalam ruang
lingkup rumah tangga haruslah menjaga keutuhan rumah tangganya agar
dapat bahagia dan kekal hingga maut memisahkan. Mewujudkan rumah
tangga yang bahagia dan kekal hingga maut memisihkan tergantung pada
setiap orang yang berada dalam ruang lingkup rumah tangga, terutama
pada kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang yang berada

dalam ruang lingkup rumah tangga terebut.



Setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan, sejak lahir telah
diberikan hak yang sudah melekat pada hakikat dan keberadaan manusia
sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya
yang wajib dihormati, dilindungi oleh Negara, hukum dan Pemerintah dan
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat
manusia . Salah satu hak yang didapat manusia itu adalah hak untuk
mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan termasuk
kekerasan dalam rumah tangga, dimana hal tersebut merupakan
pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat
kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang sudah selayaknya harus
dihapus.

Keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuh

kembangkan kelebihan dan kemampuan yang ada pada setiap

individu namun dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi
wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan sehingga
menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh
anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya.?

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman,

tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam

rumah tangga. Namun tidak semua orang dapat merasakan
kebahagiaan dalam rumah tangganya.®

Institusi keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat,
beberapa tahun terakhir ini dikatakan sebagai tempat paling rawan bagi
munculnya tindak kekerasan terhadap perempuan. Banyak penyebab

untuk ini diantaranya, menyebutkan bahwa laki-laki merupakan sumber

konsep yang berbeda dengan perempuan. Laki-laki bersumber pada

2 Didik M Arif Mansyur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Raja Grafindo,
Jakarta, 2018, h. 131

3 Erna Suryadi, Bagaimana Mencegah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah
Tangga), Pustaka Harapan, Jakarta, 2011, h.1.



keberhasilan pekerjaan, persaingan dan kekuasaan, sementara
perempuan bersumber pada keberhasilan tujuan pribadi citra fisik dan
dalam hubungan keluarga. Konsep diri yang muncul dari model sosialisasi
ini  menyebabkan perempuan tidak berani menghadapi suaminya,
sebaliknya si suami merasa mendapatkan kekuasaan penuh terhadap
isterinya.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman,

tenteram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam

rumah tangga. Negara Republik Indnesia adalah negara yang

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29

Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap orang

dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan

kewajibannya harus didasari oleh agama. hal ini perlu terus
ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah
tangga.*

Mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut sangat tergantung
pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas
perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga
tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika
kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol yang pada akhirnya
dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidak
adilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, secara umum

undang-undang ini menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak

mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan

sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945.5

4 Nawal El Saadawi, Perempuan Dalam Budaya Patriarki, Pustaka Pelajar,
Yogjakarta, 2011, h. 2.

5 Kalyanamitra, Menghadapi Kekerasan Daam Rumah Tangga, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 2019, h.15



Kekerasaan dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang asing
didengar, akhir-akhir ini pemberitaan mengenai KDRT hampir setiap hari
selalu menjadi bahasan berita yang menarik di tanah air. Menurut Pasal 1
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasaan Dalam Rumah Tangga menyebutkan, Kekerasan Dalam
Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama
perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan
secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah
tangga.

Penyebab utama terjadinya KDRT bertitik pada tidak adanya

kesetaraan dalam keluarga dan keegoisan pelaku KDRT, tidak

dapat dipukul rata karena jenjang pendidikan yang tinggi maupun
rendah. Usia berapapun dalam pernikahan dapat menjadi pelaku
utama KDRT. Status ekonomi maupun sosial juga tidak
berpengaruh untuk tidak melakukan KDRT. Dari pejabat sampai
rakyat semua berpotensi untuk dapat melakukan KDRT, juga
agama, maupun ras. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa
kejahatan ini terjadi akibat tidak adanya kesetaraan dalam rumah

tangga.®

Korban KDRT, khususnya perempuan yang menjadi korban sering
sekali bersikap dengan cara berdiam diri/menerima keadaan, hal ini
dilakukan untuk melindungi nama baik keluaraga. Berbagai sebab
perempuan terpaksa mendiamkan perbuatan tersebut karena adanya

budaya yang sudah terpateri berabad-abad bahwa istri harus patuh,

®Badriyah Khaleed, Penyelesaian Hukum KDRT, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2015,
h. 1.



mengabdi, dan tunduk pada suami. Pengorbanan seperti itu seringkali
tidak mendapat imbalan berupa penghargaan yang setimpal. Memang
ironis bahwa dalam rumah tangga, dimana perempuan memberikan
tenaga, pikiran, cinta dan kasih sayang untuk mengurus dan merawat
semua anggota yang terdapat dalam rumah tangga, justru mendapatkan
kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat bahkan dari orang yang
dicintai dan dikasihi mereka. Tindak kekerasaan dominan yang dialami
oleh perempuan adalah penganiayaan, perkosaan, pelecehan, atau
perselingkuhan yang dilakukan oleh suami.

Mengatasi berbagai persoalan kekerasan dalam keluarga atau
rumah tangga itu sendiri, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004 Tentang Penghapusan Kekerasaan Dalam Rumah Tangga. Lahirnya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasaan Dalam Rumah Tangga ini, merupakan reaksi dari gejala
sosial yang tidak wajar dan terus menerus berulang. Undang-undang ini
diharapkan akan mampu menimbulkan pencegahan dan penindakan
kepada mereka yang selalu melakukan tindakan kekerasan dalam rumah
tangga itu sendiri atau dengan kata lain bahwa undang-undang ini
diharapkan dapat menjadi perlindungan serta payung hukum bagi seluruh
anggota dalam rumah tangga itu sendiri. Batasan yang diberikan dalam
Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasaan Dalam Rumah Tangga menyebutkan, lingkup

rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :



1. Suami, isteri dan anak.

2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan
orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan
darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang
menetap dalam rumah tangga.

3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap
dalam rumah tangga tersebut.

Perempuan dan anak perempuan rentan terhadap perlakuan
diskriminatif dan kekerasan. Bila bicara tentang kekerasan dalam rumah
tangga, perempuan bahkan mengalami tindak kekerasan dalam rumahnya
sendiri. Hampir sulit dipercaya bahwa pelaku kekerasan adalah orang
yang justru dicintainya dan dipercaya untuk menjaganya seperti ayah,
suami, kerabat dan orang-orang di dalam rumahnya sendiri.

Semua pihak yang ada dalam lingkup rumah tangga tersebut dapat
berpotensi menjadi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga,
sebaliknya juga dapat berpotensi menjadi korban.” Saat ini dimasyarakat
sudah terbangun suatu pandangan bahwa ketika mendengar kekerasan
dalam rumah tangga maka yang menjadi sorotan yaitu kekerasan suami
kepada istri atau suami istri kepada anak. Pandangan ini didasarkan pada
asumsi bahwa suami itu secara fisik lebih kuat dari pada istri atau suami
istri lebih kuat dari anak, selain itu dilihat dari persentasenya maka
sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di
Medan adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami,

walaupun ada juga suami yang menjadi korban,tetapi lebih dominan

perempuan (istri).

"Achie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan
Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, Pusat Kajian Wanita dan Jender Ul,
Jakarta, 2010, h.17



Ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada pokoknya

ada 4 (empat) jenis tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yakni kekerasan fisik,

kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah

tangga.®

Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah
kekerasan fisik sebagaimana dalam putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/
PN.Lbp dengan terdakwa Zaenalta Gulo als Nata yang didakwa
melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana
diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami luka
robek ditangan kiri, luka robek di dahi, luka lecet di perut bagian bawah
sebelah kanan dan 2 buah luka lecet di punggung, Sesuai dengan Hasil
Visum Et Repertum Nomor : 413/RSU.E/XII/2020 tanggal 15 Desember
2020 dari Rumah Sakit Estomihi yang dibuat dan ditanda tangani oleh
Dr.Fransiska atas kekuatan dan sumpah jabatanya. Akibat perbuatannya,
maka terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam)
bulan.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis menganggap perlu
melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Perlindungan

Hukum Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

(Studi Kasus Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Lbp)”

8 Guse Prayudi, Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah
Tangga, Merkid Press, Yogjakarta, 2012, h. 31



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana kekerasan dalam
rumah tangga ?

2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga ?

3. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan
putusan terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah
tangga berdasarkan putusan perkara Nomor

344/Pid.Sus/2021/Pn.Lbp ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian ini dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap
korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim
dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana kekerasan
dalam rumah tangga berdasarkan putusan perkara Nomor
344/Pid.Sus/2021/Pn.Lbp.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua
kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi

perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana
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mengenai tindak pidana penelantaraan dalam rumah tangga. Selain
itu, memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai
peraturan perundang-undangan yang ada yang dimaksudkan untuk
melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dimana sebagian
besar korbannya adalah perempuan

2. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum
(polisi, jaksa, hakim, dan advokat) serta konsultan hukum, tentang
tindak nyata apa yang dilakukan oleh aparat terkait dan masyarakat
untuk melindungi hak-hak wanita dalam penegakan hak asasi manusia
sebagai wujud hukum yang berkeadilan.

E. Kerangka Teori dan Konseptual
1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori
dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang
dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-
butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak
disetujui.®

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa
gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji
dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan

ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas

9 M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 2014, h.80.
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perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas
penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.*°

Snelbecker mendefenisikan teori sebagai perangkat proposisi yang
terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang
dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar
yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan
dan menjelaskan fenomena yang diamati.'!

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan
atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati,
dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif,
maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya
penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai penyelesaian tindak
pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan
adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta
mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan,
asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi
landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian.
Mengungkap teori yang digunakan berarti mengemukakan teori-teori yang
relevan yang memang benar-benar digunakan untuk membantu

menganalisis fenomena sosial yang diteliti. Teori yang berkenaan dengan

10 Sperjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 2016,
h.6.

1 exy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya,
Bandung, 2013, h. 34-35.
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judul penelitan di atas adalah teori yang berkenaan dengan
pertanggungjawaban pidana, teori pembuktian dan teori pemidanaan.
a. Teori Tujuan Pemidanaan.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus beorientasi pada tujuan
pemidanaan yang tidak terlepas dari faktor pencegahan agar tidak
terjadinya tindak pidana dan faktor penaggulangan setelah terjadinya
tindak pidana. Adapun yang menjadi tujuan pemidanaan dapat dilihat dari
aspek filosofis penjatuhan pidana itu sendiri. Dalam hukum pidana
setidaknya ada 3 (tiga) teori tentang pemidanaan tersebut, dan teori-teori
tersebut lahir didasarkan pada persoalan mengapa suatu kejahatan harus
dikenai sanksi pidana. Ketiga teori yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1) Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Pandangan yang bersifat absolut (yang dikenal juga dengan teori
retributif), dianggap sebagai pandangan paling klasik mengenai konsepsi
pemidanaan. Dalam pandangan ini, diandaikan bahwa setiap individu
manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Setiap
perbuatan dengan sendirinya mengandung konsekuensi untuk
mendapatkan respon positif atau negatif. Jika perbuatan itu bersifat sosial,
maka ganjaran yang diperoleh pelakunya positif, seperti berupa
penghargaan atau pujian dan sebagainya. Tetapi jika perbuatannya itu
bersifat antisosial, maka ganjarannya bersifat negatif, misalnya dicela,
dimusuhi, atau bahkan dihukum sebagai imbalan atau pembalasan

terhadap perbuatannya yang antisosial.
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Ciri khas dari ajaran-ajaran absolut, terutama Kant dan Hegel,
adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana sekalipun pemidanaan
sebenarnya tidak berguna, bahkan bilapun membuat keadaan pelaku
kejahatan menjadi lebih buruk.'? Menurut teori ini yang menjadi dasar
hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini
berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk
mengadakan pembalasan (vergelding) terhadap orang-orang yang
melakukan perbuatan jahat. Selanjutnya dikatakan oleh karena kejahatan
itu menimbulkan penderitaan pada sikorban, maka harus diberikan pula
penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan
perbuatan jahat. Penderitaan harus dibalas dengan penderitaan.t3
Menurut teori retributif, setiap kejahatan harus diikuti pidana, tidak boleh
tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah
melakukan kejahatan dan tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul
dari dijatuhkannya pidana. Hanya dilihat kemasa lampau dan tidak dilihat
kemasa depan.'*

Penganut teori ini, maka pemidanaan atas perbuatan yang salah
bersifat adil, karena memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh
kejahatan. Menurut Kant dalam Muladi, keseimbangan moral itu
dinyatakan dalam bentuk suatu perbandingan antara kesejahteraan dan

perbuatan baik. Orang yang baik akan bahagia dan orang jahat akan

12 Abul Khair dan Mohammad Eka Putra, Pemidanaan, Usu Press, Medan, 2011,
h. 31

13 Marlina, Hukum Penitensier, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 41

14 R. wirjono Prodjokoro, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, Eresco,
Bandung, 2019, h. 23
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menderita atas kelakuannya yang buruk. Jadi ketidak seimbangan akan
terjadi bilamana seseorang penjahat gagal untuk menerima penderitaan
atas kejahatannya. Keseimbangan moral yang penuh akan tercapai,
bilamana penjahat dipidana dan si korban mendapatkan kompensasi,
maka keseimbangan antara kesejahteraan dan perbuatan tidak tercapai.

Kant dalam bukunya Metapysische Anfangsgrunde der Rechtslehre
dan Hegel dalam bukunya Grundlinien der Philosophic des Rechts
sebagaimana disebutkan dalam Van Bemmelen, mempertahankan
pembalasan sebagai dasar pemidanaan. Kant melihat dalam pidana
sesuatu yang dinamakan imperatif katagoris, yang berarti: seseorang
harus dipidana oleh hakim karena ia berbuat jahat. Pidana itu bukanlah
sarana untuk mencapai suatu tujuan, akan tetapi pernyataan dari
keadilan. Hegel berpendapat bahwa kejahatan akan diakhiri oleh pidana.
Menurut Hegel, pidana ialah suatu penyangkalan dari penyangkalan
hukum, yang terletak dalam kejahatan itu sendiri.*®

Berdasarkan uraian di atas, maka suatu pidana tidaklah bertujuan
untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang
mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara
mutlak harus ada karena dilakukannya suatu kejahatan sehingga teori ini
disebut teori pembalasan. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan
hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, akan tetapi menjadi keharusan.
Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

2) Teori Relatif (teori tujuan).

15 Abul Khair dan Mohammad Eka Putra, Op.Cit., h. 32.
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Teori ini menyebutkan, dasar suatu pemidanaan adalah pertahanan
tata tertib masyarakat. Tujuan pemidanaan menurut teori ini adalah
menghindarkan atau mencegah (prevensi) agar kejahatan itu tidak
terulang lagi. Jadi, pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena telah
dilakukannya kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula manfaat
suatu pidana dimasa depan, baik bagi si penjahat maupun masyarakat.®
Teori ini juga menyebutkan, bahwa memidana bukanlah untuk
memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak
mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi
kepentingan masyarakat. Menurut J.Andreas, teori ini dapat disebut
sebagai teori perlindungan masyarakat (the theory of social defence).
Sedangkan menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut sebagai teori
atau aliran reduktif (the reductive point of view) karena dasar pembenaran
pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekwensi kejahatan.
Penganut teori ini dapat disebut golongan reducers (penganut teori
reduktif).

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau
pengimbalanan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana,
tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori inipun
sering juga disebut teori tujuan (utilitarian theory). Dasar pembenaran

pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan

16 Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Di Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 2017, h. 34.
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bukan quia peccatum est (karena orang membuat kejahatan) melainkan
ne peccaetur (supaya orang jangan melakukan kejahatan).’

Inilah Makna ucapan yang terkenal dari Seneca, seorang filosof
romawi: “Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur’
(artinya, tidak seorang normalpun yang dipidana karena telah melakukan
suatu perbuatan jahat tetapi ia dipidana karena telah melakukan suatu
perbuatan jahat tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat).!8
Menurut teori relatif, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan
pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi agar
orang jangan melakukan kejahatan.

Ada 3 bentuk teori tujuan yang mungkin saja tidak terlalu penting
untuk membedakannya dari sudut pandang praktis. Faktor terpenting bagi
utilitaris, ialah bahwa suatu pemidanaan dapat menghasilkan
konsekuensi-konsekuensi yang bermanfaat secara preventif, apapun
artinya: penjeraan dan penangkalan, reformasi dan rehabilitasi, atau
pendidikan moral. Kepedulian teoretis menuntut usaha untuk lebih
mendalami utilitarian theory , yaitu:

a) Tujuan pemidanaan memberi efek penjeraan dan penangkalan
(deterence). Penjeraan sebagai efek pemidanaan,menjauhkan
si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang
sama; sedangkan tujuan untuk penangkal, pemidanaan
berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan
bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat. Wesley

Cragg menilai bahwa fungsi penjeraan dari efek pemidanaan
sepatutnya lebih dianggap sebagai suatu bentuk kontrol sosial.

17 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Refika
Aditama, Bandung, 2016, h. 25

BMuladi dan Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung,
2018, h. 16
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Karena itu, pemidanaan sebagai penjeraan mempengaruhi
sikap dan perilaku si terpidana maupun warga masyarakat.
Pengaruh itu dianggap bisa sangat berdaya-hasil bila
dikomunikasikan secara negatif, yaitu dengan menakut- nakuti
orang, atau menurut perkara Philip Bean, “ maksud dibalik
penjeraan ialah mengancam orang-orang lain” untuk kelak tidak
melakukan kejahatan.

b) Pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap
pula pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau
rehabilitasi pada si terpidana. Kesalahan atau tindakan
kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang
disintegratif dalam masyarakat. Kejahatan itu dibaca pula
sebagai simpton disharmoni mental atau ketidakseimbangan
personal yang membutuhkan terapi psikiatri, conseling, latihan-
latihan spiritual, dan sebagainya. Itulah sebabnya ciri khas dari
pandangan tersebut ialah pemidanaan merupakan proses
pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar
kembali berintegrasi dalam komunitas atau masyarakatnya
secara wajar. Dalam bahasa utilitarianisme dapat dikatakan
bahwa efek preventive dalam proses rehabilitasi ini terpusat
pada siterpidana.

c) Pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral. Bentuk ketiga
teori tujuan ini merupakan bagian dari doktrin bahwa
pemidanaan merupakan proses reformasi. Setiap pemidanaan
pada dasarnya menyatakan perbuatan terpidana adalah salah,
tidak dapat diterima oleh masyarakat dan bahwa terpidana
telah bertindak melawan kewajibannya dalam masyarakat.
Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu
untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan
atasnya.®

3) Teori gabungan

Aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif
yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan
pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat
yang diterapkan secara terpadu.sehubungan dengan masalah pidana

sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka harus dirumuskan

19 M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track
System & Implementasinya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 44-45
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terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang
tercapainya tujuan tersebut. Baru kemudian dengan bertolak atau
berorientasi pada tujuan tersebut dapat diterapkan cara, sarana atau
tindakan apa yang akan digunakan. Sehingga jelas kebijaksanaan yang
pertama-tama harus dimasukkan dalam perencanaan strategi dibidang
pemidanaan adalah menetapkan tujuan pidana dan pemidanaan.2°

Teori ini menitikberatkan kepada suatu kombinasi dari teori absolut
dan relatif. Menurut teori ini, tujuan pidana selain untuk pembalasan
kepada sipelaku juga dimaksudkan melindungi masyarakat dengan
mewujudkan ketertiban.?! Teori gabungan (verinigning theorien) dasar
hukuman adalah tertelatak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan
atau siksaan, akan tetapi disamping itu juga yang menjadi dasar adalah
tujuan daripada hukum. Teori gabungan diciptakan karena menurut teori
ini, baik teori absolut atau pembalasan maupun teori relatif dan tujuan
dianggap berat sebelah, sempit dan sepihak.??

Adapun keberatan teori gabungan (verinigning theorien) terhadap
teori absolut atau pembalasan (vergeldings theorien) adalah:

1) Dalam menentukan balasan sulit sekali menetapkan batasan-

batasannya atau sulit menentukan bertanya hukuman.
2) Apa dasar untuk memberi hak kepada negara untuk
menjatuhkan hukuman sebagai pembalasan.

3) Hukuman sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi
masyarakat.

20 Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan
Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 19.

21 Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Subakti, Politk Hukum Pidana Terhadap
Kejahatan Korporasi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, h. 98

22 satochid Kartanegara, Hukum Pidana, Balai Lekture Mahasiswa, Jakarta,
2012, h.64
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4) Singkatnya dalam teori ini dasar pembalasan sama sekali tidak
memberi keputusan hukum bagi kepentingan masyarakat,
sedang hukum pidana diadakan untuk kepentingan
masyarakat.?3

Keberatan teori gabungan (verinigning theorien) terhadap teori
relatif atau tujuan adalah:

a) Dalam teori relatif hukum dipakai sebagai cara untuk mencegah
kejahatan vyaitu, baik yang dimaksud untuk menakut-nakuti
umum, maupun Yyang ditujukan terhadap mereka yang
melakukan kejahatan.

b) Hukuman vyang berat itu dirasa tidak memenuhi rasa
perikeadilan, apabila ternyata bahwa kejahatannya ringan.

c) Keberadaan hukum daripada masyarakat membutuhkan
kepuasan, oleh karenanya hukum tidak dapat semata-mata
didasarkan pada tujuan untuk mencegah kejahatan atau
membinasakan penjahat.?*

Teori yang ketiga ini mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana
hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan.
Hakikatnya, ketiga hal mengenai tujuan pemidanaan tersebut bertujuan
untuk menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan, serta mengatur
hubungan baik antar individu dalam masyarakat agar dapat hidup dinamis,

aman, tenteram, tertib, dan damai.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah
konsep  tanggungjawab hukum (liability). Seseorang yang
bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat
dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan atau

berlawanan hukum. Sanksi dikenakan deliquet, karena perbuatannya

23 |bid., h. 65.
24 bid.
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sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek
responsibility dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Teori
tradisional, ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban
berdasarkan kesalahan (based on fault) dan pertanggungjawab mutlak
(absolut responsibility).?®> Tanggungjawab mutlak yaitu suatu perbuatan
menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-
undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya.
Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari
perbuatannya.

Hukum tradisional melihat hubungan antara perbuatan dan efeknya
tidak memiliki kualifikasi psikologis tindakan inividu telah diantisipasi atau
dilakukan dengan maksud menimbulkan akibat atau tidak adalah tidak
relevan. Teknik hukum terkini menghendaki suatu pembedaan antara
kasus ketika tindakan individu telah direncanakan dan dimaksudkan untuk
efek tertentu dari perbuatan tersebut dan kasus ketika tindakan seorang
individu membawa akibat merugikan yang tidak diantisipasi atau
dikehendaki oleh pelaku. suatu cita/ide keadilan individualitas
mensyaratkan bahwa suatu sanksi harus diberikan kepada tindakan
individu hanya jika akibat yang merugikan dari perbuatan telah di
antisipasi oleh pelaku dan jika kehendaknya merugikan individu lain
dengan perbuatannya itu.

Akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang

mungkin ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang individu tetapi tidak

25 Jimly Asshiddigie dan Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Konstitusi
Press, Jakarta, 2016, h. 61
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dengan maksud merugikan oleh pembuat undang-undang mungkin
ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang individu tetapi tidak dengan
maksud merugikan orang lain.

Prinsip pemberian sanksi terhadap tindakan individu hanya karena
akibat perbuatan tersebut telah direncanakan dan dengan maksud yang
jahat oleh individu, tidak sepenuhnya diterima hukum modern. Menurut
hukum, individu tidak hanya dianggap bertanggungjawab jika akibat
secara obyektif membahayakan telah ditimbulkan dengan maksud jahat
oleh tindakannya, tetapi juga jika akibat perbuatan tersebut telah
dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut
terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku.

Sanksi itu ditandai dengan fakta bahwa tindakan yang merupakan
delik dengan kualifikasi psikologis. Keadaan jiwa tertentu dari si penjahat,
yakni bahwa dia mengantisipasi atau menghendaki akibat yang
membahayakan (yang disebut mens re), merupakan unsur suatu delik.
Unsur ini disebut dengan istilah kesalahan (fault) (dalam pengertian lebih
luas disebut dolus atau culpa). Ketika sanksi diberikan hanya terhadap
delik dengan  kualifikasi  psikologis inilah  disebut dengan
pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (responsibility based on fault
atau culpability). Hukum modern juga dikenal bentuk lain dari kesalahan
yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau

kekhilafan (negligance). Kealpaan atau kekhilafan adalah suatu delik omisi
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(kelalaian), dan pertanggungjawaban terhadap kealpaan lebih merupakan
pertanggungjawaban absolut daripada culpability.2®
c. Teori Perlindungan Korban.

Perlindungan adalah segala wupaya yang dilakukan untuk
melindungi subjek tertentu; dapat juga diartikan sebagai tempat berlindung
dari sesuatu yang mengancam. Philipus M. Hadjon mengemukakan
perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan
pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum
dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang
berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-
wenangan. Perlindungan hukum umumnya berbentuk suatu peraturan
tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya
sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.?’

Philipus M. Hadjon, dibedakan dua macam perlindungan hukum,
yaitu:

1) Perlindungan hukum yang preventif yang bertujuan untuk mencegah
terjadinya permasalahan atau sengketa.

2) Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk
menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.28

Perlindungan hukum memperoleh landasan idiil (filosofis) pada sila

kelima Pancasila, yaitu : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di

%6 |bid, h. 63.

27 Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Bina limu,
Surabaya, 2017, h. 205

28 |bid, h.117.



23

dalamnya terkandung suatu ‘hak’ seluruh rakyat indonesia untuk
diperlakukan sama didepan hukum. Hak adalah suatu kekuatan hukum,
yakni hukum dalam pengertian subyektif yang merupakan kekuatan
kehendak yang diberikan oleh tatanan hukum. Oleh karena hak dilindungi
oleh tatanan hukum, maka pemilik hak memiliki kekuatan untuk
mempertahankan haknya dari gangguan/ancaman dari pihak manapun
juga.

Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum
sebagai tiga ide dasar hukum atau tiga nilai dasar hukum yang berarti
dapat dipersamakan dengan asas hukum. Ketiga asas hukum tersebut
yang sering menjadi sorotan utama adalah masalah keadilan.?®
Perlindungan atau pemberian hak-hak khusus kepada saksi dan korban
mutlak harus dilakukan. KUHAP, yang menjadi landasan beracara di
dalam peradilan pidana tidak mengatur mengenai perlindungan terhadap
saksi secara spesifik. Hanya terdapat beberapa ketentuan di KUHAP yang
mengatur mengenai hak-hak seorang saksi. Hal tersebut dikarenakan
perspektif yang dipakai oleh KUHAP lebih “mementingkan” perlindungan
terhadap pelaku.3®

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Perlindungan Saksi dan Korban dikatakan korban adalah orang yang

2 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Illmu Hukum Normatif),
Nusamedia, Bandung, 2016, h. 152

30 Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP mulai
dari pasal 50 hingga pasal 68. Selain itu, masih ada hak-hak yang lain, seperti di bidang
penahanan, penggeledahan, dan lain-lain.
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mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang
diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Dengan demikian apabila dicermati bahwa Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada dasarnya
menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang
mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau

ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya.3!

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang
dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk
keperluan analitis.®? Suatu konsep atau suatu kerangka konsepsionil pada
hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit
dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun
demikian kerangka konsepsionil masih juga kadang-kadang dirasakan
abstrak sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang akan
dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan

sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

31 Basil Fernando, Arti Penting Perlindungan Saksi, Buletin Kesaksian, LPSK,
Jakarta, 2018, hal. 19

%2Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu
Tinjauan Singkat,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 7.
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a. Analisis hukum adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang
masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan
komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk
kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab
permasalah. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-
pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat
dipelajari dan diterjiemahkan dan memiliki arti.3® Sedangkan yuridis
adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal
yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap
pelanggarannya,3* yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap
hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang
berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang
menjadi dasar penilaiannya.

b. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi
masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang
tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan
ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati
martabatnya sebagai manusia.3®

c. Korban adalah orang-orang yang baik secara individu maupun
kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental,
emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hakhaknya

yang fundamental melalui perbuatn atau komisi yang melanggar

33 WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka,
Jakarta, 2017, h.10.

34 Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.92.

35 Setiono, Supremasi Hukum, UNS, Surakarta, 2014, h.3.
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hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan
kekuasaan.3¢

d. Kekerasaan Dalam Rumah Tangga menurut Pasal 1 angka 1 UU
PKDRT menyubutkan yang dimaksud dengan KDRT adalah setiap
perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,
psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman
untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan

keerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

E. Asumsi

Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan
memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor
344/Pid.Sus/2021/ PN.Lbp diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam
rumah tangga yang dilaporkan ke kepolisian akan diproses di Ruang

Pelayanan Khusus (RPK) dan setiap korban Kekerasan Dalam Rumah

% Muladi, HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana, Refika Aditama,
Bandung, 2015, h,108
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Tangga (KDRT) dapat mengadukan, melaporkan segala tindak
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialaminya.

3. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap
kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan
putusan perkara Nomor : 344/Pid.Sus/2021/Pn.Lbp adalah Majelis
Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan

pertanggungjawaban pidana

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di
perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa
penelitian tentang “Analisis Hukum Perlindungan Hukum Terhadap
Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan
Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN Lbp)” belum pernah dilakukan dalam
pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa
topik penelitian tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tapi
jelas berbeda. Jadi penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-
asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka. Sehingga
penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah
dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun
sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah.

Terdapat beberapa tesis yang membahas tentang tindak pidana

kekerasan dalam rumah tangga seperti:
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1. Tesis Muhammad Ilham Lubis yang berjudul “Kajian Hukum Terhadap
Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Isteri
Dalam Perspektif Kriminologi”. Permasalahan dalam tesis tersebut
adalah:

a. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana kekerasan
dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri ?

b. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan yang
dilakukan oleh suami terhadap isteri ?

c. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana
kekerasan yang

d. dilakukan oleh suami terhadap isteri ?

2. Tesis Cut Yanti Asniati yang berjudul “Tindak Pidana Kekerasan
Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif
Indonesia Sebagai Wujud Hukum Berkeadilan Gender (Studi Putusan
Nomor. 532/ Pid.B/ 2011/ PN. KBJ)”. Permasalahan dalam tesis ini
adalah:

a. Bagaimana analisis tindak pidana kekerasan terhadap perempuan
dikaitkan dengan hak asasi manusia dan konvensi penghapusan
diskriminasi terhadap wanita ?

b. Bagaimana analisis yuridis Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga sebagai wujud hukum yang berkeadilan gender ?
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c. Bagaimana implementasi Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga dalam Putusan Register Nomor 532/Pid.B/2011/PN
KBJ?

3. Pipit Mahardika Nasutional dengan judul tesis “Analisis Kebijakan
Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah
Tangga (Undang-Undang No. 23 tahun 2004), dengan rumusan
masalah :

a. Bagaimanakah perbandingan perlindungan saksi sekaligus korban
kekerasan dalam rumah tangga antara Undang-undang Nomor 23
tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban?,

b. Bagaimanakah kebijakan formulatif terhadap tindak pidana dalam
tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga ?

c. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam perumusan sistem
sanksi pidana terhadap tindak pidana Kekerasan dalam Rumah
Tangga?.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka hal ini berbeda dengan
tesis ini sebab yang dibicarakan adalah tentang tindak pidana kekerasan
dalam rumah tangga, sehingga permasalahan yang diteliti tidak sama.
Dengan demikian penelitian ini asli baik dari segi subtansi maupun dari

segi permasalahan.
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G. Metode Penelitian

Metode  penelitian adalah  upaya untuk  menemukan,
mngembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana
usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.4” Metode
penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti
gunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini
berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan
oprasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti
lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang

tidak membutuhkan populasi dan sampel.*®

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu “penelitian yang
menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan
perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini”. 3 Tujuan
dalam penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat
sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk
menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi
adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam
masyarakat”.®® Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah

“‘mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan

47 Sutrisno Hadi, Metodologi Riset, Andi Offset, Yogyakarta, 2019, h. 3

48 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h. 105

S’Kontjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta,
2017, h. 41.

%8 Ibid, h. 42.
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dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui
penerapannya dalam praktik”.3°

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian
hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma
hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder.*?
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang

menjadi objek penelitian.>®

2. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Pendekatan kasus (case approach),®® dilakukan dengan cara
melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu
yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu putusan
Nomor 344/Pid.Sus/2021/PN.Lbp.

b. Pendekatan undang-undang (status approach) atau pendekatan
yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan
perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-
undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan
diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka

kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan

39Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia
Publishing, Malang, 2018, h. 310

4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Pers, Jakarta, 2016,
h.45.

%0 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 2014, h. 105

40 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94
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kesesuaian antara satu undang- undang dengan undang-undang yang
lain.*t

c. Pendekatan konseptual (copceptual approach),*? dilakukan dengan
mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu
hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan
pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas
hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan
sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum
dalam memecahkan isu yang dihadapi.

3. Alat Pengumpulan Data.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
meliputi studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin,
pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang
berhubungan dengan objek yang diteliti dapat berupa peraturan
perundang-undangan dan karya ilmiah, dan kasus-kasus yang terjadi
melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto bahwa yang dimaksud dengan
penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data
sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan

mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer,

41 Ibid, h.95
42 Ibid, h. 95
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bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.>? Penelitian ini

dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum vyang
mengikat,>® terdiri dari : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasaan Dalam Rumah Tangga.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku yang ada
hubungannya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan skunder,>
seperti kamus hukum.

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan,
mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga
kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk
menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori
substantif.*> Untuk menemukan teori dari data tersebut maka
menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada

norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan

52 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 11.

53 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta, 2014,
h.57

54 Soerjono Soekanto, Op.Cit, h. 14.

43 Lexy J Moleong, Op.Cit, h. 103
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putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang

dalam masyarakat.**,

44 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h.105.



BAB I

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN
FISIK DALAM RUMAH TANGGA

A. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bambang Waluyo menyebutkan bahwa perbuatan pidana itu dapat
diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana,
barangsiapa melanggar larangan tersebut .4® R. Tresna dalam M.
Hamdan, bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian
perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau
peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana
diadakan tindakan penghukuman.6

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan
yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana
barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan
bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum
dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larang ditujukan
kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan
oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada
orang yang menimbulkan kejadian itu. 4

Mahrus Ali menyebutkan strafbaarfeit adalah kelakuan yang

diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan

4 Bambang Poernomo. Asas-Asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta,
2016, h. 123

4 M. Hamdan. Tindak Pidana Suap dan Money Politics, Pustaka Bangsa Press,
Medan, 2015. h. 9

47 Moeljatno. Op.Cit. h. 54

34
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kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.*®
Utrech menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran
kaidah (pelanggaran tata hukum/normovertreding) yang diadakan karena
kesalahan pelanggar dan yang harus diberi hukuman untuk dapat
mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.*°

Andi Hamzah menyebutkan bahwa pidana adalah kelakukan yang
diancan dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan
dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu
bertanggungjawab. Perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu :
1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakuan oleh orang yang bersalah.
4. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.®°

R. Soesilo dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa tindak pidana
adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-
undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang
melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.>! Dalam hal
ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu :

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:

a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu
perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.

b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas
merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan

“8Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 98.

4 E. Utrecht. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana |,. Penerbitan Universitas,
Jakarta, 2005, h. 253

50 Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 88

51 M. Hamdan. Op.Cit, h. 9-10
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hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya
dapat dihukum.
c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan
ini dapat jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan
perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan
undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si
pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar
aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat
dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. 52
Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan
tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.3

Kekerasan adalah merupakan persoalan yang dialami manusia dari
waktu ke waktu. Mengapa kekerasan terjadi dan bagaimana
pemberantasannya, merupakan persoalan yang tiada hentinya
diperdebatkan. Kekerasan merupakan problema manusia, karena itu
dimana ada manusia maka di sana pasti ada kekerasan (Crime is eternal
as eternal as society).%

Pengertian tentang kekerasan ternyata belum ada kesepakatan.

Pengertian kekerasan berbeda dari satu individu ke individu lain, dari

suatu negara ke negara lain dan dari budaya yang satu ke budaya yang

lain. Kekerasan dalam bentuk verbal dan emosional tidak dianggap

52 1bid, h.10

53 |bid.

54 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan
Seksual, Reflika Aditama, Malang, 2011, h.30.
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sebagai kekerasan pada beberapa budaya atau negara. Demikian pula
kekerasan fisik pada tingkat tertentu, terutama terhadap hubungan pelaku-
korban tertentu, juga dianggap bukan kekerasan pada budaya dan negara
tertentu.

Secara ringkas, definisi kekerasan terhadap perempuan adalah
setiap tindakan kekerasan verbal maupun fisik, pemaksaan atau ancaman
pada nyawa yang dirasakan pada seorang perempuan, apakah masih
anak-anak atau sudah dewasa, yang menyebabkan kerugian fisik atau
psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan dan yang
melanggengkan subordinasi perempuan.

Adapun pengertian kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana
tertuang dalam rumusan pasal 1 Deklarasi Penghapusan Tindakan
Kekerasan terhadap Perempuan (isteri) PBB dapat disarikan sebagai
setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan
atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis,
termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan
secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam
kehidupan pribadi (keluarga).

Lebih tegas lagi dapat dikatakan bahwa kekerasan terhadap
perempuan dalam rumah tangga terutama digunakan untuk mengontrol
seksualitas perempuan dan peran reproduksi mereka. Hal ini
sebagaimana biasa terjadi dalam hubungan seksual antara suami dan
isteri di mana suami adalah pihak yang membutuhkan dan harus dipenuhi

kebutuhannya, dan hal ini tidak terjadi sebaliknya.
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Kalyanamitra menjelaskan bahwa beberapa hal di bawah ini dapat
dikategorikan sebagai unsur atau indikasi kekerasan terhadap perempuan
dalam rumah tangga yaitu:

1. Setiap tindakan kekerasan baik secara verbal maupun fisik,
baik berupa tindakan atau perbuatan, atau ancaman pada
nyawa.

2. Tindakan tersebut diarahkan kepada korban karena ia
perempuan. Di sini terlihat pengabaian dan sikap merendahkan
perempuan sehingga pelaku menganggap wajar melakukan
tindakan kekerasan terhadap perempuan.

3. Tindakan kekerasan itu dapat berbentuk hinaan, perampasan
kebebasan, dan lain-lain

4. Tindakan kekerasan tersebut dapat merugikan fisik maupun
psikologis perempuan

5. Tindakan kekerasan tersebut terjadi dalam lingkungan keluarga
atau rumah tangga.>®

Konsideran deklarasi PBB juga dikatakan bahwa kekerasan
terhadap perempuan adalah efek dari ketimpangan historis dari
hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang
telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi laki-laki atas perempuan.
Dominasi ini terus dilanggengkan sehingga perempuan terus berada
dalam ketertindasan. Budaya seperti inilah yang merupakan salah satu
faktor awal munculnya peluang tindakan kekerasan terhadap perempuan
(isteri) dalam berbagai bentuknya.

Konteks Indonesia, kondisi dari budaya yang timpang
sebagaimana disebutkan di atas telah menyebabkan hukum, dan sistem

hukum (materiil hukum, aparat hukum, budaya hukum) yang ada kurang

responsif dalam melindungi kepentingan perempuan. KUHAP sangat

% Kalyanamitra, Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pusat
Komunikasi dan Informasi Perempuan, Jakarta, 2019, h. 17
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minim membicarakan hak dan kewajiban isteri sebagai korban, ia hanya
diposisikan sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Begitu pula yang
tercantum dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 31
ayat (3): “Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah
tangga."

KUHP juga memuat peluang isteri untuk mendapat keadilan.
Kekerasan dan penganiayaan terhadap isteri dalam KUHP merupakan
tindak pidana yang sanksinya lebih besar sepertiga dari tindak pidana
penganiayaan biasa atau dilakukan oleh dan terhadap orang lain,
sebagaimana diterangkan dalam pasal 351 s.d. 355 KUHP.

Pernyataan dalam KUHP tersebut dipertegas lagi dengan
keluarnya UU. No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT) pada tanggal 22 September 2004 yang merupakan hasil
kerja cukup panjang dari berbagai elemen bangsa, baik dari pemerintah,
parlemen, dan tentu saja masyarakat luas yang dalam hal ini diwakili oleh
lembaga-lembaga yang mempunyai perhatian serius terhadap
penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dan pembangunan hukum
yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa
kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbutan terhadap
seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan

atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran
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rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,
pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum
dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan itu dapat dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita
maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut
umur. Tindak kekerasan itu dapat dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan,
direncanakan dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar
benar. Namun dapat juga dilakukan secara setengah sadar, misalnya
didorong oleh impuls-impuls yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan
paksaan yang sangat kuat (kompulsi-kompulsi) dan oleh obsesi-obsesi.

Masyarakat modern yang sangat kompleks itu menumbuhkan
aspirasi-aspirasi materil tinggi dan sering disertai oleh ambisi-ambisi sosial
yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan materil yang
melimpah-limpah misalnya untuk memiliki harta kekayaan dan barang-
barang mewah tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya
dengan jalan wajar, mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal.
Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa jika terdapat diskrepansi
(ketidak sesuaian, pertentangan) antara ambisi-ambisi dengan
kemampuan pribadi, maka peristiwa sedemikain ini mendorong orang
untuk melakukan tindak kriminal. Atau jika terdapat diskrepansi antara
aspirasi-aspirasi dengan potensi-potensi personal, maka akan terjadi

maladjustment ekonomis (ketidak mampuan menyesuaikan diri secara
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ekonomis) yang mendorong orang untuk bertindak jahat atau melakukan
tindak pidana.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa setiap
orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang
dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :%

1. Kekerasan fisik
Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit,
jatuh sakit atau luka berat.
a. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan,

hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak,

rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada
seseorang.
b. Kekerasan seksual.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa

pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual

dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan
hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial
dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual tersebut meliputi :

1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang

yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

% |bid, h.45.
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2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam
lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan
komersial atau tujuan tertentu.

2. Penelantaran rumah tangga.

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah
tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena
persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan
atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi
setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara
membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di
luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Penelantaran rumah tangga merupakan salah satu bentuk
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Untuk mengetahui
penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk Kekerasan dalam
Rumah Tangga (KDRT), terlebih dahulu harus dijelaskan mengenai difinisi
dari Kekerasan Rumah Dalam Rumah Tangga itu sendiri.

Konteks Indonesia, kondisi dari budaya yang timpang
menyebabkan hukum, dan sistem hukum (materiil hukum, aparat hukum,
budaya hukum) yang ada kurang responsif dalam melindungi kepentingan
perempuan. KUHAP sangat minim membicarakan hak dan kewajiban isteri
sebagai korban, ia hanya diposisikan sebagai saksi pelapor atau saksi

korban. Begitu pula yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1
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Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 31 ayat (3): “Suami adalah kepala
rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga.”

KUHP juga memuat peluang isteri untuk mendapat keadilan.
Kekerasan dan penganiayaan terhadap isteri dalam KUHP merupakan
tindak pidana yang sanksinya lebih besar sepertiga dari tindak pidana
penganiayaan biasa atau dilakukan oleh dan terhadap orang lain,
sebagaimana diterangkan dalam pasal 351 s.d. 355 KUHP.

Pernyataan dalam KUHP tersebut dipertegas lagi dengan
keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tanggal 22 September 2004 yang
merupakan hasil kerja cukup panjang dari berbagai elemen bangsa, baik
dari pemerintah, parlemen, dan tentu saja masyarakat luas yang dalam
hal ini diwakili oleh lembaga-lembaga yang mempunyai perhatian serius
terhadap penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dan
pembangunan hukum yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa
kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbutan terhadap
seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan
atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran
rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,
pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum

dalam lingkup rumah tangga.
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Kekerasan itu dapat dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita
maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut
umur. Tindak kekerasan itu dapat dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan,
direncanakan dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar
benar. Kekerasan dapat juga dilakukan secara setengah sadar, misalnya
didorong oleh impuls-impuls yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan
paksaan yang sangat kuat (kompulsi-kompulsi) dan oleh obsesi-obsesi.

Masyarakat modern yang sangat kompleks itu menumbuhkan
aspirasi-aspirasi materil tinggi dan sering disertai oleh ambisi-ambisi sosial
yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan materil yang
melimpah-limpah misalnya untuk memiliki harta kekayaan dan barang-
barang mewah tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya
dengan jalan wajar, mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal.

Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa jika terdapat diskrepansi
(ketidak sesuaian, pertentangan) antara ambisi-ambisi dengan
kemampuan pribadi, maka peristiwva sedemikain ini mendorong orang
untuk melakukan tindak kriminal. Atau jika terdapat diskrepansi antara
aspirasi-aspirasi dengan potensi-potensi personal, maka akan terjadi
maladjustment ekonomis (ketidak mampuan menyesuaikan diri secara
ekonomis) yang mendorong orang untuk bertindak jahat atau melakukan

tindak pidana.®’

S’Ende Hutabarat, Mengidentifikasi Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah
Tangga. Rafika Aditama, Bandung, 2014, h.41
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Ratna Batara Munti menjelaskan bahwa kekerasan terhadap
perempuan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk
sebagaimana diringkaskan di bawabh ini yaitu: 58

1. Kekerasan fisik langsung dalam bentuk pemukulan, pencakaran
sampai pengrusakan vagina (kekerasan seksual) dan kekerasan fisik
secara tidak langsung yang biasanya berupa memukul meja,
membanting pintu, memecahkan piring, gelas, tempat bunga dan lain-
lain, serta berlaku kasar.

2. Kekerasan psikologis, berupa ucapan kasar, jorok, dan yang
berkonotasi meremehkan dan menghina, mendiamkan, menteror baik
secara langsung maupun menggunakan media tertentu, berselingkuh,
dan meninggalkan pergi tanpa kejelasan dalam waktu lama dan tanpa
tanggung jawab.

3. Kekerasan ekonomi, berupa tidak diberikannya nafkah selama
perkawinan atau membatasi nafkah secara sewenang-wenang,
membiarkan atau bahkan memaksa isteri bekerja keras, juga tidak
memberi nafkah setelah terjadi perceraian meskipun pengadilan
memutuskan.

4. Gabungan dari berbagai kekerasan sebagaimana disebutkan di atas
baik fisik, psikologis, maupun ekonomis.

Berdasarkan berbagai macam bentuk kekerasan dalam rumah

tangga tersebut dapat diketahui bahwa kekerasan tersebut adalah suatu

%8 Ratna Batara Munti, Advokasi Legislatif Untuk Perempuan: Sosialisasi Masalah
dan Draft Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, LBH APIK,
Jakarta, 2014, h.29
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tindakan yang out of control yang dapat menjadi kebiasaan jahat yang

dapat merugikan pasangan.

B. Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Adapun faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan

dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap isteri

telah diungkap dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Diana Ribka,

juga oleh Istiadah yang dapat diringkaskan sebagai berikut:>°

1. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan
isteri. Anggapan bahwa suami lebih berkuasa dari pada isteri telah
terkonstruk sedemikian rupa dalam keluarga dan kultur serta struktur
masyarakat. Bahwa isteri adalah milik suami oleh karena harus
melaksanakan segala yang diinginkan oleh yang memiliki. Hal ini
menyebabkan suami menjadi merasa berkuasa dan akhirnya bersikap
sewenang-wenang terhadap isterinya. Jika sudah demikian halnya
maka ketimpangan hubungan kekuasaan antara suami dan isteri akan
selalu menjadi akar dari perilaku keras dalam rumah tangga.

2. Ketergantungan ekonomi.
Faktor ketergantungan isteri dalam hal ekonomi kepada suami
memaksa isteri untuk menuruti semua keinginan suami meskipun ia
merasa menderita. Bahkan, sekalipun tindakan keras dilakukan
kepadnya ia tetap enggan untuk melaporkan penderitaannya dengan

pertimbangan demi kelangsungan hidup dirinya dan pendidikan anak-

%9 |bid, h,30
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anaknya. Hal ini dimanfaatkan oleh suami untuk bertindak sewenang-
wenang kepada isterinya.

. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaiakan konflik.

Faktor ini merupakan faktor dominan ketiga dari kasus kekerasan
dalam rumah tangga. Biasanya kekerasan ini dilakukan sebagai
pelampiasan dari ketersinggungan, ataupun kekecewaan karena tidak
dipenuhinya keinginan, kemudian dilakukan tindakan kekerasan
dengan tujuan isteri dapat memenuhi keinginannya dan tidak
melakukan perlawanan. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa jika
perempuan rewel maka harus diperlakukan secara keras agar ia
menjadi penurut. Anggapan di atas membuktikan bahwa suami sering
menggunakan kelebihan fisiknya dalam menyelesaikan problem rumah
tangganya.

. Persaingan

Jika di muka telah diterangkan mengenai faktor pertama kekerasan
dalam rumah tangga adalah ketimpangan hubungan kekuasaan antara
suami dan isteri. Maka di sisi lain, perimbangan antara suami dan
isteri, baik dalam hal pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi baik
yang mereka alami sejak masih kuliah, di lingkungan kerja, dan
lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal, dapat menimbulkan
persaingan dan selanjutnya dapat menimbulkan terjadinya kekerasan
dalam rumah tangga. Bahwa di satu sisi suami tidak mau kalah,

sementara di sisi lain isteri juga tidak mau terbelakang dan dikekang.
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5. Frustasi
Terkadang pula suami melakukan kekerasan terhadap isterinya karena
merasa frustai tidak dapat melakukan sesuatu yang semestinya
menjadi tanggung jawabnya. Hal ini biasa terjadi pada pasangan :

a. Belum siap kawin

b. Suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang
mencukupi kebutuhan rumah tangga.

c. Masih serba terbatas dalam kebebasan karena masih menumpang
pada orang tua atau mertua. Dalam kasus ini biasanya suami
mencari pelarian kepada mabuk-mabukan dan perbuatan negatif
lain yang berujung pada pelampiasan terhadap isterinya dengan
memarahinya, memukulnya, membentaknya dan tindakan lain yang
semacamnya.

6. Kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum
Pembicaraan tentang proses hukum dalam kasus kekerasan dalam
rumah tangga tidak terlepas dari pembicaraan hak dan kewajiban
suami isteri. Hal ini penting karena dapat jadi laporan korban kepada
aparat hukum dianggap bukan sebagai tindakan kriminal tapi hanya
kesalahpahaman dalam keluarga. Hal ini juga terlihat dari minimnya
KUHAP membicarakan mengenai hak dan kewajiban isteri sebagai
korban, karena posisi dia hanya sebagai saksi pelapor atau saksi
korban. Dalam proses sidang pengadilan, sangat minim kesempatan

isteri untuk mengungkapkan kekerasan yang ia alami.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu sedikit banyak mengatur nasib,
hidup seorang manusia. Sebab itu pemikiran citra yang tepat mengenai
manusia dan kemanusiaan oleh para penegak hukum (dalam arti luas)
adalah suatu kemutlakan. Citra mengenai manusia yang tepat adalah
antara lain sebagai berikut :6°
1. Manusia dalam pengertian sesama yang sama harkat dan martabat.

2. Sesama manusia dalam pengertian yang ada bersama dengan kita
dalam suatu masyarakat.

Dengan memiliki citra mengenai manusia ini, diharapkan akan
diperbesar rasa tanggung jawab terhadap sesama manusia yang ada
bersama dalam suatu masyarakat. Manfaat dan tujuan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga adalah antara lain  untuk  meringankan kepedihan dan
penderitaan manusia di dalam dunia.

Penghapusan kekerasan terhadap perempuan, maka negara
berkewajiban melindungi warganya dari serangan kekerasan, baik di
lingkup publik maupun di dalam rumah tangga. Untuk itu diperlukan
jaminan hukum untuk mengtasi persoalan kekerasan dalam rumah
tangga. Bantuan hukum merupakan komponen penting dalam upaya

membantu dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

80Tapi Omas Ihromi, Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita. Alumni
Bandung, Bandung, 2016, h.87.
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Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat
dijadikan payung perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan
dalam rumah tangga. Merujuk pada ketentuan di atas, maka dapat
dipahami bahwa penelantaran rumah tangga merupakan salah satu
bentuk KDRT. Secara umum yang dimaksud dengan penelantaran orang
adalah perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga,
padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau
karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,
perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga
berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi
dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di
dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang
tersebut.®!

Pengertian menelantarkan adalah kelalaian dalam memberikan
kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki kebergantungan kepada
pihak lain, khususnya dalam lingkungan rumah tangga.®?> Kurangnya
menyediakan sarana perawatan kesehatan, pemberian makanan, pakaian
dan perumahan yang sesuai merupakan faktor utama dalam menentukan

adanya penelantaran.®3

61 |bid, h.89.

62 Achie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan
Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, Pusat Kajian Wanita dan Jender Ul,
Jakarta, 2016, h.68

8 Ende Hutabarat, Op.Cit, h.92.
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Tindak pidana penelantaran orang ini berupa penelantaran
terhadap isteri dan anak yang mana tidak memberikan nafkah lahir dan
batin sebagaimana kewajiban seorang suami terhadap isterinya dalam
ikatan perkawinan. Dalam proses pembentukan uu Penghapusan KDRT
muncul wacana untuk mengkostruksikan “dalam lingkup rumah tangga”
termasuk di dalamnya adalah pasangan atau mantan pasangan di dalam
maupun di luar perkawinan yakni seperti tersebut dalam Usulan perbaikan
atas Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga
dari Komnas perempuan .

Orang-orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga
mengingat UU tentang KDRT merupakan hukum publik yang didalamnya
ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka
masyarakat luas khususnya kaum lelaki, dalam kedudukan sebagai kepala
keluarga sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT).

Adapun tentang siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah
tangga, adalah :%*

1. Suami isteri atau mantan suami isteri

2. Orang tua dan anak-anak

3. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah

4. Orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orangorang

lain yang menetap di sebuah rumah tangga

64 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif
Yuridis — Viktimologis. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h.62.



52

5. Orang yang hidup bersama dengan korban atau mereka yang masih
atau pernah tinggal bersama (yang dimaksud orang yang hidup
bersama adalah pasangan hidup bersama atau beberapa orang tinggal
bersama dalam satu rumah untuk jangka waktu tertentu).

Isteri atau suami atau mantan isteri/suami yang dimaksud di sini
adalah meliputi isteri atau suami atau mantan isteri/suami de jure yakni
seseorang yang telah melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, serta meliputi isteri atau suami atau
mantan isteri/suami de facto yaitu, seseorang yang telah melakukan
perkawinan sesuai dengan agama atau adat istiadat pihak-pihak yang
berkaitan, walaupun perkawinan itu tidak didaftarkan atau tidak dapat
didaftarkan di bawah undang-undang tertulis.

Pelaku adalah seseorang atau beberapa orang yang melakukan
tindak kekerasan dalam rumah tangga. Korban adalah orang yang
mengalami tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga.®® Tindak
pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu sangat bermacam-macam
jenisnya, dan dalam penelitian ini akan membahas masalah penelantaran
orang dalam lingkup rumah tangga, yaitu isteri dan anak, yang mana
dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004,
terutama Pasal 49 diatur ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana

“*

penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga yaitu “ Dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling

banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang.

¢ bid, h.67.
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Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa kekerasan dalam
rumah tangga adalah seseorang yang melakukan kekerasan dalam
lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya
atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,
perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu,
penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan
ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang
untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban
berada di bawah kendali orang tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence) merupakan
Strafbaar feit atau delict dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh
peraturan hukum pidana dan tentu saja dikenakan sanksi pidana bagi
siapa saja yang melanggarnya.®® Sebagaimana Pasal 5 huruf d Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Kategori
Peristiwa Pidana ada yang disebut Komisionis, Omisionis, dan Komisionis
Peromisionim. Komosionis adalah Terjadinya delik karena melanggar
larangan, sedangkan Omsionis adalah terjadinya delik karena seseorang
melalaikan suruhan/tidak berbuat. Dan Komisionis Peromisionim vyaitu
tindak pidana yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tapi
mungkin terjadi pula bila tidak berbuat. Bila dikaitkan dengan ketiga
kategori tersebut tindakan penelantaran dalam keluarga dapat

digolongkan pada kategori omisionis, karena memberikan kehidupan

% pudjijangyanti, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2013, h.101.
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kepada orang-orang yang berada di bawah kendalinya adalah merupakan
perintah undang-undang, sehingga bila ia tidak memberikan sumber
kehidupan tersebut kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya
berarti ia telah melalaikan suruhan/tidak berbuat. Perlu adanya
peningkatan penegakan hukum terhadap tindakan penelantaran yang
terjadi dalam rumah tangga.

Upaya hukum secara perdata dan pidana dapat dilakukan terkait
dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini, secara perdata
karena ada hak-hak keperdataan yang dilanggar, secara pidana karena
telah terjadi tindak pidana berupa tindak kekerasan dalam rumah tangga
dalam wujud penelantaran. Tapi sebelum diproses peradilan pidana lebih
jauh, polisi dapat menggunakan wewenang diskresi yang dimiliki untuk
menempuh prosedur restorative justice, yaitu upaya penyelesaian secara
musyawarah, namun bila secara musyawarah tidak memberikan
perbaikan bagi korban, maka proses peradilan pidana diteruskan sesuai
aturan yang berlaku. Hukum harus ditegakkan agar pelaku jera (personal
deterrence) serta memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk
tidak mengabaikan kewajiban-kewajibannya dalam keluarga (general
deterrence).%’

C. Sanksi Pidana Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas

dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan

®7 |bid, h.104.
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa
segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga,
merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap
martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan
dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan
pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan
falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan,
terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi
manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk
diskriminasi. Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta
perubahannya.

Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa :

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi.®8

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “setiap orang berhak

% Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945
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mendapat kemudahan dan perlakuan kKhusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan”.59

Umumnya, pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah suami
dan korbannya adalah istri dan anaknya-anaknya. Kekerasan dalam
rumah tangga bisa terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan
psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.

Kekerasan dalam rumah tangga secara fisik meliputi : menampar,
memukul, menjambak rambut, menendang, menyundut dengan rokok,
melukai dengan senjata tajam, dan lain-lain.”

Secara psikologis, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga
termasuk penghinaan, komentar-komentar yang merendahkan,
melarang istri mengunjungi saudara maupun teman-temannya,
mengancam akan dikembalikan ke rumah orang tuanya, dan lain-
lain. Secara seksual, kekerasan dapat terjadi dalam bentuk
pemaksaan dan penuntutan hubungan seksual. Secara ekonomi,
kekerasan terjadi berupa tidak memberi nafkah istri, melarang istri
bekerja atau membiarkan istri bekerja untuk dieksploitasi.’*

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku Kekerasan Dalam
Rumah Tangga adalah :

a. Tindakan kekerasan fisik yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai,
menyiksa, atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota
tubuh pelaku (tangan,kaki) atau dengan alat-alat lain. Bentuk

kekerasan fisik yang dialami perempuan antara lain: tamparan,

pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar, penginjakan,

% Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945

0 Rifka Annisa, Stop Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta, 2019, h. 11.

1 Ibid, h. 12.
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pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan dengan benda-
benda tajam seperti: pisau, gunting, setrika, serta pembakaran.
Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat
bahkan sampai meninggal dunia.

Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan fisik diatur dalam
Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut :

a. Dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta
rupiah).

b. Apabila mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau
luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.
30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

c. Apabila mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda
paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta
rupiah).

d. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang
tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk
menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau
kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.
5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

2. Tindakan kekerasan psikis yaitu tindakan yang bertujuan merendahkan
citra seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan
(ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan dan
ancaman) yang menekan emosi perempuan.”® Tindakan tersebut

mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya dirinya, hilangnya

2 pPasal 44 Undang-Undang RI 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga

® Fahyumi Badriyah, Kekerasan Terhadap Perempuan, Refika Aditama, Jakarta,
2019, h. 19.
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kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya dan/atau penderitaan
psikis berat pada seseorang.

Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan psikis diatur dalam
Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis
dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada
pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama
3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00
(sembilan juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebgaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang
tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk
menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau
kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.
3.000.000,00 (tiga juta rupiah).’

3. Tindakan kekerasan seksual yaitu kekerasan yang bernuansa seksual,
termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna
seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk
pemaksaan hubungan seksual yang disebut perkosaan.” Bila
anggapan umum menyatakan tempat yang berbahaya adalah diluar
rumah, bagi perempuan faktanya tidak demikian. Perempuan justru
lebih dilukai dan mengalami kekerasan dalam lingkup personal, baik
dalam kaitannya dengan perannya sebagai istri atau anggota keluarga

lain.

4 Pasal 45 Undang-Undang Rl Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
> Fahyumi Badriyah, Op.Cit, h. 21.
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Tindakan kekerasan seksual menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga meliputi:

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang
yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang anggota
dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan
komersial dan/atau tujuan tertentu.

Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan seksual diatur dalam
Undang-Undang Rl Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

a. Pasal 46: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan
seksual sebagaimana dimaksud dpada Pasal 8 huruf a dipidana
dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau
denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta
rupiah).

b. Pasal 47. Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam
rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15
(lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00
(dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp.

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
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c. Pasal 48: Dalam hal perbuatan sebagaimana dalam Pasal 46 dan
Pasal 47 mengakibatkan korban mendapatkan luka yang tidak
memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan
daya pikir atau kewajiban sekurang-kurangnya selama 4 (empat)
minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut,
gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan
tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20
(dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua
puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

d. Penelantaran rumah tangga yaitu dalam bentuk penelantaran ekonomi
dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup,
membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau
diluar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.
Ancaman pidana bagi yang melakukan penelantaran rumah tangga
diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda
paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang
yang:

1) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

2) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).



